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A. Latar Belakang Masalah
Umar bin Khatab adalah kepala negara Madinah[footnoteRef:1] ketiga setelah Muhammad Rasulullah saw dan Abu Bakar al-Shiddiq. Dalam diskursus sejarah peradaban Islam, ia dikenal sebagai peletak Islam sebagai kekuatan politik.[footnoteRef:2] Oleh sejarawan Amerika Michael H. Hart, ia ditempatkan dalam hasil penelitiannya, sebagai tokoh paling berpengaruh sedunia, pada urutan ke 51. Umar, kata Hart, adalah tokoh penakluk terbesar setelah Muhammad saw dan lebih besar dari pada para penakluk besar Eropa seperti Carlemagne atau Julius Caesar.[footnoteRef:3]  [1:  Negara Madinah hanyalah sebutan untuk negara yang didirikan oleh Muhammad saw bersama komponen-komponen masyarakat yang mendiami Kota Madinah untuk memudahkan identifikasi. Tidak ada sesungguhnya nama yang disematkan untuk negara tersebut.]  [2:  Dalam silabi perkuliahan Sejarah Peradaban Islam oleh Harun Nasution, tertera sebuah topik diskusi “Umar bin Khathab: Islam Sebagai Kekuatan Politik”. ]  [3:  Michael H. Hart, “100 Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah, Koleksi Ebook Inzomnia, https://inzomnia.wapka.mobl.] 

Terlepas dari banyaknya sebutan-sebutan lain yang bernuansa pujian terhadap Umar tetapi nyatanya  ia telah meninggalkan pemikiran-pemikiran dan keputusan-keputusan yang mencengangkan. Kadang-kadang ia tampak berbicara hal sepele, tetapi hal yang dianggap sepele itu terlalu modern untuk zamannya hingga segera tenggelam dalam hitungan berabad-abad untuk muncul kembali pada masa moderen. Misalnya, panggilan untuk dirinya sebagai khlaifah yaitu amīrul-mu`minῑn. Sederhana saja menurut Umar, sebutan khalifah bagi kepala negara bermasalah di kemudian hari karena sebutan khalifah tidak dapat berdiri sendiri. Untuk Abu Bakar, ditambahkan dengan sebutan kepala negara sebelumnya yaitu Rasulullah saw. Maka Abu Bakar disebut Khalifah Rasulillah. Untuk dirinya, ia harus dipanggil Khalifah Khalifah Rasulillah. Kepala negara sesudahnya disebut Khalifah Khalifah Khalifah Rasulillah. Sangat tidak efisien apalagi bagi kepala-kepala negara sesudah, boleh jadi yang kesepuluh, keseratus, dst.
Oleh Umar, sebutan khalifah diganti dengan sebutan amīrul-mu`minῑn yang secara harfiah berarti “yang disuruh oleh orang-orang yang beriman” atau “pesuruh orang-orang yang beriman” atau “pelayan orang-orang yang beriman”. Tampaknya sederhana tetapi sesungguhnya luar biasa karena sebutan itu muncul dalam format lain di masa modern seperti “khadimul-haramain” dan “birokrasi yang melayani. Ketika Umar mengintrodusir sebutan  amīrul-mu`minῑn, dunia memanggil penguasa mereka dengan sebutan Sri Paduka Yang Mulia, Yang Dipertuan Agung, dsb.
Dapat dikatakan bahwa istilah amīrul-mu`minῑn merupakan filsafat kekuasaan Umar dalam mengelola negara termasuk penegakan hukum. Amīrul-mu`minῑn sebagai filsafat hukum Umar bersisi dua, seperti koin mata uang, yang tidak terpisahkan; moral dan hukum. Sebagai amīrul-mu`minῑn, atas dasar panggilan moral, Umar bertanggung jawab atas amanah kekuasaan yang diembannya. Maka ia menolak, misalnya, pihak lain membantunya dalam mengangkat dan membawa sekarung gandung untuk diberikan kepada sebuah keluarga yang kelaparan di tengah malam. Ia panggul sendiri sekarung gandum itu karena merasa bersalah atas ketidaktahuannya tentang derita rakyatnya.
Umar menghukum dirinya sendiri atas pelanggaran hukum yang paling dasar bahwa negara berkewajiban melindungi rakyatnya dari kelaparan. Hukum menentukan bahwa seorang Khalifah sebagai pengemban amanat dari Allah memiliki dua tugas pokok yaitu “memberi mereka makan agar tidak lapar” dan “melindungi mereka dari rasa takut”.[footnoteRef:4] Dalam sebuah inspeksi di tengah malam, Umar menemukan kelaparan telah mendera sebuah keluarga rakyatnya. Umar melihat hal itu sebagai kesalahannya sebagai seorang kalifah. Ia tidak berkelit karena panggilan moral mendesaknya untuk teguh menegakkan hukum. [4:  Qs Quraisy/106: 4.] 

Penegakan hukum yang didasarkan pada panggilan moral atau penegakan hukum yang berkelindan dengan moral disebut sebagai hukum Tuhan  (divine law). Hukum Tuhan berlaku di berbagai masyarakat beragama dan masyarakat tradisional. Namun ketika sekularisasi kehidupan menggejala di berbagai belahan dunia, hukum dan moral berpisah. Barat, melalui “renaissance”, memulai pemisahan  hukum dan moralitas.[footnoteRef:5] Namun jauh sebelum itu, Gereja sudah membuat garis tegas antara hukum dan moral. Jesus Kristus, seperti dikutip oleh B.O. Okere, menyatakan:  “to  render  to  Caesar  the  things  that  are Caesar’s and to God the things that are God’s.”[footnoteRef:6] [5:  Salman Luthan, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif  Filsafat Hukum”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,  NO. 4, VOL. 19, OKTOBER 2012,  h. 507.]  [6:  B. O. Okere, “The Relationship Of Law And Morality: Dichotomy Or Complementarity”, Enugu, Nigeria, Faculty of Law, University of Nigeria, Enugu Campus, Nigerian Juridical Review, VOLUME 9 (2002 – 2010).] 

Akan tetapi, pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara hukum dan moral menghasilkan banyak pola hubungan, tidak tunggal. Pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Ketiga, ada persinggungan (titik singgung) antara kaidah hukum dan kaidah moral. Keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda.[footnoteRef:7] [7: Salman Luthan, “Dialektika Hukum...,  h. 511 – 515. ] 

Dalam sepucuk surat yang dikirimkannya kepada gubernurnya, Abu Musa al-Asy’ari, Umar memberikan petunjuk tentang penyelenggaraan peradilan. Di antara pesan Umar adalah “Sesungguhnya Allah menguasai segala rahasia dan meninggalkan sumpah dan barang bukti.”[footnoteRef:8] Umar menyampaikan pesan moral bahwa seorang hakim haruslah menyelenggarakan peradilan dengan keterbukaan karena Allah menguasai rahasia. Ia dapat membuka rahasia kapan pun dan bisa menutupnya kapanpun. Seorang hakim dapat memutuskan perkara dengan sumpah dan barang-barang bukti yang tersedia berdasar pada kekuatan moral yang lahir dari keyakinan bahwa Allah bisa membuat terang perkara itu. [8:  I’jāz al-Qur`ān, Juz I, h. 141.] 

Surat Umar kepada al-Asy’ari itu memuat banyak pesan tetapi apakah pesan-pesan itu memuat kandungan moral dan bagaimana kandungan moral itu berpengaruh terhadap putusan-putusan Umar, penting untuk diteliti.
  
B. Rumusan Masalah
Penelitian terhadap surat Umar bertitik tolak dari masalah yang sudah dikemukakan, dirumus dalam dua pertanyaan: pertama, bagaimana dialektika antara hukum dan moral dalam surat Umar? Kedua, bagaimana fungsi moral terhadap hukum dan sebaliknya fungsi hukum terhadap moral dalam pikiran Umar?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: pertama, bagaimana dialektika antara hukum dan moral dalam surat Umar? Kedua, bagaimana fungsi moral terhadap hukum dan sebaliknya fungsi hukum terhadap moral dalam pikiran Umar?
D. Kajian Terdahulu Serupa
Kajian yang sangat mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ahmad Al-Jabali, Amjad Ali Saadeh, dan Abdullah bin Ali bin Mohammad Al-Shahrani yang kemudian diterbitkan dengan judul “The Foundations Of Judicial Policy Related To The Judicial System: Through Umar Bin Al-Khaṭṭab’s Correspondence To His Judges And Governors. Dengan menggunakan metode induktif dan deskriptif, penelitian Al-Jabali dkk bertujuan mengidentifikasi asas-asas kebijakan peradilan, sifat dasarnya, dan tujuannya dengan memeriksa korespondensi antara Umar dengan para hakimnya. Kajian mereka menunjukkan bahwa surat-surat Umar menjadi bagian terbesar asas-asas penting kebijakan peradilan.[footnoteRef:9] [9:  Mohammad Ahmad Al-Jabali, Amjad Ali Saadeh, dan Abdullah bin Ali bin Mohammad Al-Shahrani, “The Foundations Of Judicial Policy Related To The Judicial System: Through Umar Bin Al-Khaṭṭab’s Correspondence To His Judges And Governors.” Journal of Positive School Psychology, 2022, Vol. 6, No. 9, h. 1141, http://journalppw.com.] 

Takdir Yakindo; Astri Evarianti; Nova Rahayu Rohadatul Aisy; Rahma Nursyifa; dan Amanda Amalia Sapriwa mengkaji hubungan hukum dan moral dengan judul penelitian, “Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant”, Artikel ini menggunakan studi normatif, di mana hukum dipandang sebagai kumpulan aturan dan nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran. Penelitian ini tergolong penelitian doktrinal karena bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas pedoman dan landasan filosofis (dogma atau doktrinal) hukum positif, di mana gagasan hukum adalah bahwa itu adalah premis penuntun sistem moral tentang keadilan.
Tulisan ini ingin mengkaji mengenai Moralitas dan Hukum Dalam Pandangan Immanuel Kant melalui relevansi kajian filsafat hukum, sebab filsafat hukum merupakan dasar atas suatu prinsip dan landasan berpikir setiap upaya manusia dalam mengembangkan eksistensinya. Moralitas dan hukum memliki keterkaitan satu sama lain yang harus berjalan sesuai dengan hati manusia untuk dapat terciptanya keseimbangan antara moral dan hukum. Karena jika keduanya tidak seimbang akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.[footnoteRef:10] [10:  Takdir Yakindo, Astri Evarianti, Nova Rahayu Rohadatul Aisy, Rahma Nursyifa, dan Amanda Amalia Sapriwa, “Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan (2023) 1:1, h. 2, ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/praxis.xxxxxxx. Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia) Tersedia online Pada Bulan Januari 2023.] 


E. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi normatif, di mana hukum dipandang sebagai kumpulan aturan dan nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran. Menurut Soejono Soekanto, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asas-asas hukum. Namun jika mengikuti Soetandyo Wingjosoebroto,  penelitian ini  tergolong penelitian doktrinal  karena bertujuan  untuk  mengidentifikasi  asas-asas  pedoman  dan  landasan filosofis (dogma atau doktrinal) hukum positif, di mana gagasan hukum adalah bahwa itu adalah premis penuntun sistem moral tentang keadilan.
F. Sistematika Pembahasan
Hasil penelitian tentang surat Umar dibahas dalam beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, pada bagian pertama dibahas masalah yang menjadi titik tolak penelitian rumusannya, metodenya, dan jelajah literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.
Pada bagian kedua, dibahas diskursus tentang hubungan antara hukum dan moral. Berbagai pandangan tentang hubungan antara hukum dan moral dibahas dalam bagian ini untuk menjadi ukuran dalam melihat pemikiran Umar tentang hukum dan moral.
Pada bagian ketiga, sebagai tokoh yang menjadi objek penelitian ini, biografi Umar perlu dipaparkan terutama yang berkaitan dengan hukum dan moral.
Bagian penting dari penelitian ini adalah Surat Umar Kepada Abu Musa al-Asy’ari. Karena itu pada bagian keempat ini, dibahas surat tersebut dan dikaitkan juga dengan surat-suratnya kepada pihak lain dan perilaku ia sendiri dari sisi hukum dan moral untuk mencari kandungan moral dan hukum dalam surat-surat tersebut.
Bagian terakhir dari sistematika adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.   
